KESEPAKATAN BERSAMA

antara

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

dengan

PEMERINTAH KOTA BONTANG

NOMOR
NOMOR

134.4/01/Per-1/KB/2021
134.4.4.01/05/PEM.A
tentang

KERJA SAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua
Puluh Satu (21-01-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

H. SYAHARIE JA'ANG

Walikota  Samarinda, yang diangkat
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan Nomor 131.64-281 tanggal 09
bulan Februari tahun 2016 tentang
Pengesahan Pengangkatan Walikota
Samarinda Provinsi Kalimantan Timur,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Samarinda yang
berkedudukan dan berkantor di Jalan
Kesuma Bangsa Nomor 82 Kota Samarinda —
Provinsi Kalimantan Timur, untuk
selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini
disebut PIHAK KESATU.

PARAF PIHAK KEDUA :




Il. HJ. NENI MOERNIAENI : Walikota Bontang, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Bontang yang pengangkatannya disahkan
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-
3028 Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016
tentang pengesahan Pengangkatan Walikota
Bontang Provinsi Kalimantan Timur, yang
berkedudukan dan berkantor di jalan Moch.
Roem Nomor 1 Bontang, untuk selanjutnya
dalam Kesepakatan Bersama ini disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, dalam menjalankan kedudukannya masing-masing sebagaimana
disebut di atas, menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut :

a. Bahwa PARA PIHAK selaku kepala daerah Kota Samarinda dan kepala daerah
Kota Bontang sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan, perekonomian dan
kualitas kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda dan masyarakat Kota
Bontang dalam maka PARA PIHAK bermaksud dan sepakat untuk menjalin
kerja Lintas Perkotaan;

c. Bahwa PARA PIHAK telah mengadakan Kerja Sama Pembangunan Antar
Daerah  sebagaimana tercantum dalam  Kesepakatan Bersama
Nomor : 019.8/49/Perj-1/2019 dan 139.01/65/PEM-UM.A tanggal
11 November 2019 tentang Kerja Sama Jaringan Lintas Perkotaan
yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 11 November 2020;

d. Bahwa PARA PIHAK berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan
kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan,
sepakat untuk melanjutkan Kerja Sama antara kedua daerah.

PARAF PIHAK KEDUA : PARAF PIHAK I




Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan
diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Jaringan Lintas Perkotaan dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA
PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Kerja Sama Kemitraan
dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama
Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 371);

4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kerja Sama
Daerah;

5. Peraturan pelaksanaan lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
PARA PIHAK.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan
Jaringan Lintas Perkotaan dan mewujudkan efisiensi, efektivitas dan
sinergitas dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat dan
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik,
perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

PARAF PIHAK KEDUA :




Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam kesepakatan bersama ini meliputi :

1. Bidang Sosial Budaya;
2. Bidang Sosial Ekonomi;
3. Bidang Tata Ruang;
4. Bidang Sarana dan Prasarana; dan
5. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu.
Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk
Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kesepakatan Bersama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur
lebih lanjut tentang hak dan kewajiban PARA PIHAK serta hal-hal lain yang
dipandang perlu.

(3) PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala
Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat,
menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini
dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab,
fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih iiahuiu

PARAF PIHAK KEDUA :




(4)

(1)

(2)

melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan
Bersama ini.

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan
Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya,
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya
Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
EVALUASI

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diadakan evaluasi kinerja
paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.

Hasil evaluasi sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas dimaksudkan agar
Kesepakatan Bersama ini dapat segera ditindaklanjuti.

Pasal 8
STATUS KESEPAKATAN BERSAMA

Selama Kesepakatan Bersama ini belum dilakukan tindak lanjut oleh PARA
PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini tidak
mengikat secara hukum, dan apabila diputuskan oleh salah satu PIHAK dengan
pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain, maka PIHAK lain tidak dapat
menuntut apapun dari salah satu PIHAK.

(1)

(2)

Pasal 9
KORESPONDENS!I DAN KOMUNIKASI

Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau
komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini
harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh
PARA PIHAK.

Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
Pemerintah Kota Samarinda

PARAF PIHAK KEDUA :




a. PIHAK KESATU
Pemerintah Kota Samarinda
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 82 Samarinda

Telepon : (0541) 741798
Faksimili :(0541) 731455
Email : kerjasama.setkotsamarinda@gmail.com

b. PIHAK KEDUA
Pemerintah Kota Bontang
Jalan Moch. Roem Nomor 1 Bontang

Telepon : (0548) 3030303
Faksimili : (0548) 3030313
Email : tapemkerjasama.setkotbontang@gmail.com

tapemkerjasama.setkotbontang@yahoo.com

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing
sama bunyinya, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan
berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan
tahun, sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini dan
dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggungjawab.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
WALIKOTA BONTANG WALIKOTA SAMARINDA

........

““HJ. NENI MOERNIAENI
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